KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAMBI

RESOR MERANGIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

PENDAHULUAN.

1. Umum

a.

Dalammenghadapitantangantugasyangsemakinkompleksdan
berdimensi luas, Polri melakukan pengkajian terhadap
perkembangantindakpidanaNarkotikayang merupakan satu kejahatan
yang terorganisir dengan jaringan luas yang bekerja secararapidan
sangatrahasiabaikdidalamnegerimaupunluar negeri.

PelaksanaanprogramRevitalisasiPolriadalahmerupakanprioritas
yaitusebagaiupaya peningkatan akuntabilitaspenyidikandalam
pengungkapandanpenyelesaiankasus-kasusmenonjol, antaralain
tindak pidananarkoba serta pembenahan Kkinerja reserse dengan
program keroyok resersemelaluipeningkatankompetensi penyidik.

Dalam melayani masyarakat, Polri memberikan kecepatan dalam
bertindak,transparan khususnyadibidangReserseNarkobayang
berkaitandengan penyidikan yang ditujukan untuk membangun Polri
dalamrangkameningkatkanakuntabilitaspenyidikanserta peran fungsi
pengawasan penyidikan atas segala kegiatan penyidikan pada
Satuan ReserseNarkobaPolrestaJambi.

Menyikapi haltersebut diatas, Satuan Reserse Narkoba Polresta
Jambimembuat suatupedomanyangdituangkandalamStandar
OperasionalProsedur di bidang Penyidikan sebagaiupaya
peningkatan pelayanankepada masyarakat.

2. Dasar

a.

b.

Undang-Undang RI.Nomor 8Tahun 1981tentangKUHAP

Undang-UndangRI.Nomor2Tahun2002tentangKepolisianNegara
Republik Indonesia.
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o

Undang-undangRI.Nomor35Tahun 2009tentangNarkotika

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)
Nomor 15Tahun 2006tentangKodeEtikProfesi Penyidik Polri

e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)
Nomor8Tahun2009tentanglmplementasiPrinsipdanStandar HAM
Dalam Penyelenggaraan TugasPolri.

f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)
Nomor  12Tahun  2009tentang  PengawasandanPengendalian
Penanganan PerkaraPidanadi Lingkungan Polri

g. Naskah SementaraPedoman Pengawasan Penyidikan,T.A.2010. h.

RencanaKerjaPolres MeranginT.A.2020.

3. Maksud dan tujuan
a. Maksud

StandarOperasional Prosedurinidibuatdenganmaksudsebagai
acuandalamrangkapenyidikanterhadaptindakpidanaNarkoba yang
harusdifahamidandipedomaniolehpenyidik/penyidik pembantubaik
dilingkungan SatuanReserseNarkoba Polres Merangin
maupundijajaran Polsek.

b. Tujuan

TujuandariStandar Operasional Prosedur PenyidikanTindakPidana
Narkobainidibuatuntukmeningkatkan sumber dayamanusia
penyidik/penyidik pembantuagar lebih profesional dalam
penanganan tindak pidanaNarkoba.

4. Ruang Lingkup

StandarOperasional ProsedurPenyidikan TindakPidanaNarkobaini
dibatasipadakebijakandanstrategi sertastandaroperasionalprosedur yang
harus dipatuhi/ditaati oleh penyidik/penyidik pembantu di
lingkunganSatuan ReserseNarkobaNarkoba Polres Merangindanjajaran.



5. Tata Urut
BAB | PENDAHULUAN
BAB 1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB i SOP PENYIDIKAN
BAB v PENUTUP

6. Pengertian

a.

b.

—h

Penyidikanadalahserangkaiantindakanpenyidikdalam haldan menurut

carayang diatur dalam Undang-undanguntukmencari  dan
mengumpulkanbuktiyangdapat membuat terangtentangtindak
pidanayang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.

Penyidik adalahPejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

PenyidikPembantu adalahPejabatKepolisianNegaraRepublik
Indonesiayangdiangkat olehKepalaKepolisianNegaraRepublik
Indonesiaberdasarkansyaratkepangkatan dandiberiwewenang

dalammelakukantugaspenyidikanyang diaturdalam Undang- undang.

Atasan Penyidik adalah Penyidik Polri yang secara struktural
membawahi langsungpenyidik yang menangani perkara.

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam
hukumansebagaitindakpidana ataupelanggaranbaikyangdisebut
dalam KUHPmaupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Narkotikaadalahzatatauobatyangberasaldaritanamanatau
bukantanaman, baik  sintesismaupunsemi sintesisyangdapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa,mengurangisampaimenghilangkan rasanyeridandapat
menimbulkanketergantungan, yang dibedakankedalam golongan-
golongansebagaimana terlampirdalam undang-undang.

PrekursorNarkotikaadalahzatataubahanpemulaataubahanki
miayangdapat digunakandalampembuatanNarkotikayang dibedakan
dalam tabel sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang
Nomor 35
Tahun 2009.
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PenyalahgunaadalahorangyangmenggunakanNarkotikatanpa  hak
atau melawan hukum.

Kejahatan Terorganisasi yaitu kejahatan yang dilakukan oleh
suatukelompokyangterstrukturyangterdiriatas3(tiga)orang ataulebih
yangtelah adauntuk suatuwaktutertentudanbertindak
bersamadengan tujuan melakukan suatu tindakpidanaNarkotika

Tersangka adalahseseorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkanbuktipermulaanyangcukup  patutdiduga
sebagai pelakutindakpidana.

Saksi adalahorang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentinganpenyidikan, penuntutandanperadilantentang suatu
perkarapidanayang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri.

KeteranganAhliadalahketeranganyangdiberikanolehseseorang
yangmemilikikeahliankhusustentang hal yangdiperlukanuntuk
membuat terang suatuperkarapidana.

Petunjuk adalahperbuatan,kejadianataukeadaanyangkarena
persesuaiannya,baik antarayangsatudenganyanglain,maupun
dengantindakpidanaitusendiri, menandakanbahwatelahterjadi suatu
tindak pidanadan siapa pelakunya.

Suratadalahberitaacaraatausuratlaindalambentukresmiyang  dibuat
olehpejabatumumyangberwenang atauyangdibuat
dihadapannya,yang memuatketerangantentangkejadianatau
keadaanyangdidengar,dilihat  ataudialaminyasendiri,serta dengan
alasan yang jelas dan tegastentangketerangannyaitu.

Keterangan terdakwa adalah apayang terdakwa nyatakan
disidangtentangperbuatanyangialakukanatau yangiaketahui sendiri
ataualami sendiri.

Laporan adalahpemberitahuanyangdisampaikanolehseseorang
karenahakataukewajibanberdasarkan Undang-undangkepada
pejabatyangberwenangtentangtelahatausedangataudiduga
akanterjadinyaperistiwa pidana.

Pengaduanadalahpemberitahuandisertaipermintaanolehpihak
yangberkepentingan kepadapejabatyangberwenanguntuk menindak
menuruthukumyangberlakuterhadapseseorangyangtelahnmelakukan
tindak pidanayang merugikannya.
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r. LaporanPolisiadalahlaporantertulis yangdibuatolehpetugas
Polritentangadanya suatuperistiwayang didugaterdapat pidananya,
baikyang ditemukan sendiri maupunmelalui pemberitahuanyang
disampaikanoleh seseorang karenahak atau kewajiban
berdasarkanUndang-undang.

s. TertangkapTanganadalahtertangkapnyaseseorangpadawaktu
sedangmelakukantindakpidana,atau dengansegerasesudah
beberapasaatsetelahtindakpidanaitu dilakukanatausesaat
kemudiandiserukanolehhalayak ramai sebagai orang yang
melakukannya, atau apabilasesaat kemudianpadanyadiketemukan
benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan
tindakpidanayangmenunjukkanbahwaia adalahpelakunyaatau turut
melakukan ataumembantu melakukantindakan pidanaitu.

t. Tempat KejadianPerkara (TKP) adalah tempat dimana suatu
tindak  pidanadilakukan/terjadi  dantempat-tempat laindimana
tersangka dan atau korban dan atau barang bukti yang
berhubungan dengan tindakpidanatersebut dapatditemukan.

u. BarangBuktiadalahbarang-barangbaikyangberwujud,bergerak
atautidakbergerakyangdapat dijadikan alat buktidanfungsinya
untukdiperlinatkan kepadaTerdakwa ataupunSaksi dipersidangan
gunamempertebalkeyakinan Hakim dalam menentukankesalahan
Terdakwa.

v. Pemanggilan adalahtindakan untuk menghadirkan saksi, atau
tersangkagunadidengar keterangannyasehubungandengan tindak
pidanayang terjadi berdasarkan laporan kejadian.

w. Pemeriksaan vyaitu kegiatan untuk mendapatkan keterangan,
kejelasandankeidentikantersangka,saksi,ahlidanataubarang
buktimaupuntentang unsur-unsurtindakpidanayangtelahterjadi,
sehinggakedudukan atauperananseseorangmaupunbarangbukti
didalamtindakpidana  tersebut = menjadijelasdandituangkandalam
berita acaraPemeriksaan.

X. Penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasantersangkaatau terdakwa,apabila
terdapatcukupbukti serta ketentuanhukumgunakepentingan

penyidikanatau penuntutan dan atau peradilan dalamhalserta
menurutcarayang diatur dalam undang-undang.
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y. Penahananadalahpenempatantersangkaatauterdakwaditempat

tertentuolehpenyidikataupenuntut umum sertahakimdengan
penetapannya,dalam halsertamenurutcarayangdiaturdalam undang-
undang.

Penyitaanadalahserangkaiantindakanpenyidikuntukmengambil

alihdanataumenyimpandibawahpenguasaannyaterhadap benda
bergerak atautidakbergerak, berwujud atautidakberwujuduntuk
kepentinganpembuktiandalam penyidikan, penuntutandan peradilan.
aa. Administrasi Penyidikanadalah suatu bentuk kegiatan dalam

penatausahaanuntukmelengkapi administrasiyang diperlukan dalam
prosespenyidikan.

1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Kebijakan Satuan ReserseNarkoba Polres Merangin

a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Kepolisian guna mendukung

program unggulanquickwinsyang transparanmelaluiproses
penyidikan.

b. Melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana Narkotika yang
terjadiwilayahhukumPolrestaJambi, termasukpembinaandan
penyuluhan dalam rangkapencegahan danrehabilitasi korban
penyalahgunaan Narkoba.

c. Melakukananalisisdangelarperkarasetiapkasusdanisu-isuyang
berkaitandengan rangkaiankasus-kasusmenonjolserta
penanganannyadanmempelajari/mengkaji efektifitaspelaksanaan
tugaspenyelidikan/penyidikan tindak pidana.

d.

Melakukankoordinasidenganunsur-unsurCJSkhususnyaKejaksaan
untukmempercepatprosespenyidikan.

e. Terwujudnya penegakansupremasi hukum dalam tindak pidana
Narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlakudan  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia(HAM).
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2.Strategi Satuan Reserse NarkobaPolres Merangin.

Keinginan akanpeningkatanpelayananyang primakhususnyadalam bidang
penyidikan, hal ini sejalan dengan Rencana Strategi Polri (RENSTRA2016
—2020)makaperluadanya sasaran prioritasdalam
upayameningkatkanpelayanandi  bidang penyidikan.  Adapunstrategi
dimaksudadalahlangkah-langkahmencapai tujuanyangingindicapai meliputi

a. Memiliki strategidan operasionalisasi membangun Kkepercayaan
terpadu, menanamkan kepercayaan (Trust Building) dengan
khalayak publik.Memperluaskemitraan(PartnershipBuilding) secara
bertahapdengan masyarakat.Meningkatkan kesempurnaan(Strive for
Excellence) dalam setiap kegiatanPolri danmenghindari kompromi
atau sub optimalisasi kinerja.

b.  Membangunkapasitas(CapacityBuilding)Polrisebagaisumberdaya
dukungyanghandal padasetiappelayananpenyidikanolehpara
anggotaPolri,mulaidarinilai-nilai,budaya, pengetahuan, keterampilan,
kesejahteraan, SDM, tehnologiKepolisian.

111. STANDAR PELAYANAN PENYIDIKAN SATRESNARKOBA

Penyidik/penyidikpembantutidakbersikap arogan, sewenang-wenangdan
mempersulit dalammemberikanpelayananpenyidikan, artinyapelayananyang
diberikan tidak semena-mena dan tidak mempersulit.Adapun standar
pelayanan yangdiberikan antaralain :

1. Standarpelayanan Penyidikan
a. Kriteriapelayanan di bidang ReserseNarkoba

1) PerlindunganHAM(perlakuanyangmanusiawi,perlakuanyang
samadimukahukum, dll).

2) Perlakuan yangramah, memiliki mental yang baik, tidak
emosional dan percaya diri.
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3) Pelayanan kepentingan tersangka, korban dan saksi
(pemulihankerugian).

4) Teliti, hati-hati,jelas, transparan dan cepat.

5) Cepat,mudah, murah dan tidak ada pungli.

6) Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan (SP2HP).

7) Melakukan gelar perkara secaraberkaladan insidentil. b.

Pelayanan di Ruang Pemeriksaan

1). Ruang pemeriksaan dibuat dalam keadaan bersih danrapi.

2). Petugasmenyambut masyarakat /pelapor(bukanmenunggu) yang
datang keruang pemeriksaan dengan 3 S ( senyum, salam,
sapa ) kemudian mempersilahkan masuk.

3). Menanyakankepadamasyarakat/pelapor“permasalahanapa yang
bisadibantu” dengan bahasayang ramah dan sopan serta tidak

menyakitkan.
4). Berikanpenjelasankepadamasyarakattentangpermasalahan
yangterjadibilatidak bisa/bisamenguasaipermasalahandapat

memberikansolusinya.

5).Memberikanpelayanan secaracepat dantidakterkesan mempersulit.

6). Berikan kepastian tentanglamawaktu pelayanan.

7).Siapkansaranadan prasaranayangdiperlukanselama pemeriksaan
berlangsung.

8). Menjunjung tinggihak asasimanusiadanberikanhak-hak saksi
atautersangkayangsedangmenjalanipemeriksaansertatidak
diskriminatif.

9). Lakukan pemeriksaansampai selesai, dan jika tidak selesai
makaberikan penjelasan sertabuatkesepakatanlanjutan.

10).Membuatkan laporan singkathasilpemeriksaan kepada atasan
penyidik,yaitu Kanit danatauKasatresnarkoba.

c. Standar pelayanan waktu :

1). Peneliitan Laporan Polisi max1 hari.

2). Pengajuan laporan Polisi keSPKTmax1 hari.

3). PendistribusianLaporanPolisidanpenunjukanpenyidik max 1 hari.

4). Pemberitahuankepadapelaportentanglaporan/pengaduan
yangtelahditerimadannamapenyidikyangmenanganimax 1 hari.

5). ProsespembuatanAdmnistrasipenyidikan(Sprinsidik,sprin tugas)
max1 hari.



2. Kewajiban Penyidik:

a. Mematuhi normahukum.

b. Menghormati normaagama, kesusilaan, kesopanan serta
kemanusiaan.

c. Mentaati ketentuan dan prosedur penyidikan.

d. Bertindak dalam bataskewenangan.

e. Bertindakindependent,tidakberpihak,dantidakterpengaruhdari pihak
manapun.

f. Bertindakjujur,adildantanpapamrih,tulusdalammelaksanakan
tugasnya.

g. Menjunjung tinggi danmenghormati HAM.

h. Menghindarkandiridariperbuatanterceladanmenjunjungtinggi nilai

kejujuran,kebenaran dan keadilan.
i. Bersikap transparan.

3. Larangan PenyidikYang MenjadiSasaran PengawasPenyidikan:

a. Menolak laporan/pengaduan masyarakat.

b. Menyebarkanberitayangbelumatautidakdapatdipertanggung
jawabkan kebenarannya.

c. Memberikanperintah/arahanyangbertentangandenganketentuan dan

prosedur peraturan perundang-undangan.

Menyalahgunakan wewenang.

Meminta imbalan.

Manipulasi/memutar balikkan perkara.

Menggelapkan, menjual, menggunakan barang bukti untuk

kepentingan diri sendiri.

Menelantarkan saksi/tersangka.

k. Menganiaya/meneror/tindakankekerasanterhadaptersangka,saksi
dankorban.

I.  Memalsukan hasil pemeriksaan.

m. Menelantarkan perkara.

Memerassaksi,korbandan tersangka.

Seoo

[N

©

IV. PROSEDUR PENYIDIKANSATRESNARKOBA
1. MekanismePenanganan Perkara
Kegiatan penyidikan tindak pidanaNarkotikapadahakekatnyamerupakan

suaturangkaiankegiatandimulaidari penyidikan,penindakan, pemeriksaan,
pemberkasan, penyerahanberkas perkara, tersangka
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danbarang buktikepadapenuntut umumdantetap memonitor,
menganalisadan mengevaluasi hasil vonishakim.

Penyidikanterhadap tindakpidanapadadasarnyamerupakankewajiban
penyidiksehinggamemperolehdanmenggunakanwewenangan yang diatur
danditentukanundang-

undanghukumacarapidana(KUHAP).Untukmenjaminpelaksanaanpenyidikan
, agartidakbisa atau menyimpang dariberbagai aturan perundang-

undangan hukumacara
pidana,diperlukanpedomantentangpenyelenggaraanpenyidikanatau berupa
standaroperasionalprosedur bidangpenyidikandilingkungan

SatuanReserseNarkoba Polres Merangin.

Prosedurpenanganan perkara yangdilakukanolehSatuanReserse
NarkobaPolres Merangin,adalahmerupakan tanggungjawabdariseluruh
UnitpadaSatresnarkobadenganmelakukan langkah-langkah/prosedur

penyidikansebagai berikut:
a. Tahappersiapan

1) Dalammelakukanpemeriksaanpenyidik/penyidikpembantu
harusmemilikimentalyangbaik,percayadiridan tidak emosional.

2) Menguasai unsur-unsur pasal yang akan diterapkan dalam
prosespenyidikan.

3) Menguasai materi kasussecaradetil.

4) Membuatsistematikapemeriksaandenganmenyiapkandraft
pertanyaan yang memuatunsur-unsur 7 kah dalam penyidikan.

5) Pertanyaanjanganmemvonis,janganmenyimpulkankesalahan
tersangka.

6) Memegang teguh azas pradugatidak bersalah.

7) Menguasai dan menghormati hak-hak tersangka,pengacara.

b. Tahappelaksanaan
1) Laporan polisi / pengaduan.
a) Berdasarkan laporan hasilpenyidikan, subdit/ kanit
membuat laporanpolisisetelahmenemukandugaan terjadinya

tindak pidana narkotika, selanjutnya

b) Membentuk timpenyidik / penyidik pembantu untuk
melakukan penyidikan.
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Laporandarimasyarakattentangadanyapenyalahgunaan
atauperedarangelap Narkotikadanprekursornarkotika
kepadapenyidik.(videpasal 104s/d 108No. 35Thn2009
tentangNarkotika).

d) Setelah menerimalaporan penyidik segera menyiapkan

surat perintahpenyidikansebagidasaruntukmelakukan
penyidikan.

2) Penangkapan

a)

b)

d)

Kewenanganpenangkapanolehpenyidikdapatdilakukan
untukwaktu paling lama3x  24jam(tigakaliduapuluh
empatjam)terhitungsejaksurat penangkapanditerima
penyidik,danpenangkapantersebutdapatdiperpanjang
lagipalinglama3x24jam(tigakaliduapuluhempat jam).

Dalamhalpenangkapanharuslahdidasarkanpadabukti
permulaanyangcukup,disaksikanminimal 2(dua)orang
saksidandapat dibukukanbahwabarangbuktiada
kaitannyadengantersangka, barang  buktiutamadiyakini
narkotikaberdasarkanhasil laboratorium.

Sebelumdilakukan penetapanterhadaptersangkamaka
selamamasapenangkapan, penyidikmelakukangelar perkara
untukmenentukandapat tidaknyadilakukan penyidikanatau
dihentikan.

Setelahhasilgelarperkaradinyatakanperbuatantersangka
memenuhi unsur untuk dilakukan penyidikan, maka
ditindak lanjuti dengan laporan/pengaduan, selanjutnya
penyidik.penyidik ~ pembantu  sudah harusmembuat
kelengkapanadministrasipenyidikandalamwaktulX24

Jam kerja.

Penyidikdapatmengajukansuratperintahpenangkapan

terhadapseseorangtersangkadanpenyitaan barang
bukti kepada Kasat dengandilampiriresumesingkat
hasil penyidikan sementara yang berisi alasan

penangkapan dan penyitaan.
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Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat
melakukangelarperkarabiasadanluarbiasa(videpasal
45dan 46PerkapNomor 12Tahun 2009).

3) RencanaPenyidikan

a)

b)

d)

Penyidikmenyusundanmembuatrencanapenyidikanyang
diketahuiKasubdit, selambat-lambatnya2harijamkerja
setelah diterimanyalLaporan / pengaduan oleh penyidik.

Penyidik memberitahukan rencana penyidikan singkat
kepadapelapordan memberitahukannamadannomor telepon
penyidik.

Penyidikmengajukanrencanapenyidikandandukungan
anggaranpenyidikan melaluiKasatdandiajukanke
Kapolrestauntuk  selanjutnyadiproseskeBenstaker  untuk
realisasi dukunganAnggaran Penyidikan.

Penyidik dapatmengajukan revisi rencana penyidikan
denganalasanyangpatut danwajardandiketahuioleh
KasatsertadilaporkankepadaKapolres Merangin.

Penyidikmelaporkanrencanapenyidikan kepadaKanit,dan
Kasat dapat memintagelarperkarayangditanganidan
memintarencanapenyidikan.

4) Penahanan

a)

b)

d)

Sejakawalpenahananterhadaptersangkaharussudah
diterapkanpasalyangdipersangkakan secaratepatdengan
mengacu pada fakta yang ditemukandalam tindakan awal.

Penyidikmelaporkanhasilpemeriksaantersangkakepada
Kasatdalambentuknotadinasyangberisihasilsingkat
BAPdansarantindaklanjutpenyidikan.Jika tersangka
dikenakanpenahanan  makapenyidikmembuat sarandan
pendapatperlu atau tidaknyadilakukan penahanan.

Membuatsaranpendapatperlu atautidaknyadilakukan
penahanan.

Bilamanapenyidikmelakukanpenahanan,makatersangka
wajibdiperiksakesehatannyakepadapetugas kesehatan
Polri tentangstatus kesehatantersangkadan hasilnya-
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dilampirkantertulissebagai kelengkapan administrasi
penahanan.

Penyidik segera melakukan koordinasi dengan Jaksa
Penuntut Umum  segera  setelahtersangkadilakukan
penahanan.

f) Penyidik melaporkanperkembangan penyidikan kepada

KasatdengantembusanKapolresta,selambatlambatnya
14 hari setelah tersangka ditahan dan penyidik
mengajukan nota dinasyang berisi saran pendapat
perpanjanganpenahanan.

5) Penyitaan

a)

b)

d)

Menyiapkan suratperintah penyitaan dandalam
pelaksanaannyaberpedoman padapasal38s/d49KUHAP.

Pelaksanaanpenyitaandilakukansetelahpenyidik/penyidik
pembantutelahmenentukantersangka dalamkasustindak
pidanaNarkotika.

Jika penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti,
maka barang bukti harus disimpan pada tempat yang
aman dan dijagakeutuhannya.

Dalamhalpenyitaanmakabarangbuktiwajibdisegeldan dibuat
berita acara penyitaan, dan penyitaan tersebut wajib
diberitahukan kepadaJaksaselama3 X24jam.

Melakukan penyisinanbarang bukti untuk dikirim ke
Laboratorium selambat-lambatnya3X 24jam sejak dilakukan
penyitaan.

6) Panggilan Saksi-saksi

a)

b)

Pemanggilan diberikansebanyak 2 (dua) kali, apabila
pemanggilanpertama tidakdipenuhimakadipanggiluntuk
keduakalinya.

Surat panggilandapat diterimakan kepada keluarganya atau
ketua RT/RW atau Ketua Lingkungan/Kepala
Desaatauoranglainyangdijaminbahwasurat panggilan
tersebutakan disampaikan kepada yang bersangkutan.
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f)

9)

h)
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Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi
dalamwaktu selambat-lambatnyal4 Harisetelahditerima
Laporan / Pengaduan.

Penyidik/penyidikpembantuyangmelakukanpemanggilan
harustelahberadadiruang pemeriksaansebelum yang
dipanggil hadirmemenuhi panggilan.

Pemeriksaan saksi dapat dihentikan/dilanjutkan kembali
pada hari berikutnya apabila pada waktu pemeriksaan
telah melampaui batas waktu8jamdan atau batas
permintaanyang disampaikan oleh saksi.

PenyidikmengajukannotadinaskepadaKasubditdengan
tembusan Dirresnarkoba berkaitan dengan keperluan
keterangan ahlisertamengajukan dukungananggaran ahli.

PenyidikmengajukannotadinaskepadaKasubditdengan
tembusan Dirresnarkoba berkaitan dengan keperluan
keterangan ahlisertamengajukan dukungananggaran ahli.

Penyidikmengadakangelarperkarahasilperkembangan
penyidikandanpemeriksaanpara saksidan ahli.Kemudian
penyidik juga menyampaikan rencana tindak lanjut
penyidikan selambat-lambatnya  21hari kerja(sejak
PenerimaanLaporan /Pengaduanoleh penyidik)dan penyidik
menyampaikan pemberitahuan perkembangan hasil
penyidikan.

7) Pemeriksaan Tersangka

a)

b)

Pemeriksaan dibuat dalam berita acara pemeriksaan
tersangkadengan memuatunsur-unsur 7 (tujuh)kah.

Penyidikharusmemahamiunsur-unsurtindakpidanayang
dilakukan tersangka, (sesuai pasal 183 dan pasal 184

KUHAP) sehingga kedudukan atau peranan tersangka

maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut
menjadijelas.

Penyidik membuatpersiapan pertanyaan pemeriksaan
tersangkadan pengembanganuntukungkapjaringan.
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d) Dalam melakukan pemeriksaan penyidik  dapat
melakukannyadengantehnikinterview, interogasi,
konfrontasi,danpemeriksaandilaksanakan kepada
tersangka,saksi dan ahli.

e) Padasaatpemeriksaantersangkaharusdanatautelah
didampingi penasehat hukum yang disediakan oleh
penyidik atau dari tersangkasendiri.

8) Penyelesaian dan penyerahan BerkasPerkara

a) Penyelesaiandanmpenyerahanberkasperkaramerupakan
kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidanayang
dilakukanpenyidik/penyidikpembantu yangmeliputi
pembuatanresume, penyusunanisiberkasperkara,
pemberkasan, penyerahan berkas perkaradan penghentian
penyidikan.

b) Pembuatan resumemerupakan kegiatan penyidik untuk
menyusunikhtiar dankesimpulanberdasarkanhasil
penyidikan tindak pidanaNarkotika.

C) Resume harusmemenuhi persyaratan formil maupun
materiilsertapenulisan yang telah ditentukan.

d)Penyusunan isi berkas perkara meliputi Sampul Berkas
Perkara, Daftar Isiberkasperkaraterdiridari(resume, LP,
Beritaacara, surat-surat),daftar  saksi,daftarTersangka,
Daftar Barang Bukti.

e)Prosespenyidikansampaidengan akhir pemberkasan dilakukan
dalam jangka waktu minimal selama 30 (tiga puluh)hari
dan paling lamal20(seratusduapuluh)hari.

f) Sebelummelakukanpengirimanberkasperkara,penyidik
dapatmelakukankoordinasidenganJaksapenuntut Umum
guna menyamakan persepsi (kesamaaan pendapat)
terhadap berkas perkara yang ditangani sehinggadapat
mempercepatprosespenyelesaian perkara.

9) Penyerahan BerkasPerkara

a) Penyidik segeramelimpahkan berkas perkara ke pihak
Jaksa Penuntut Umum selambat lambatnya 30hari
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setelahtersangkaditahan, danbuatkanberita acara serah
terimaberkasperkara,dengandisaksikan2 (dua)orang yaitu
satuorang daripenyidik/penyidikpembantu dansatu orang
daripihak JPU.

b) Dipandangbahwapenyidikanbelumselesai  makapenyidik
harusmembuat revisi rencanapenyidikan selanjutnya.

c) PenyidiksegeramelengkapipenyidikanbilamanaBerkas
Perkaradinyatakanbelumlengkap olehJaksaPenuntut Umum
selambatlambatnyal4hari.

d) Setelah Penyidik melengkapi Berkas Perkara, maka
Penyidik  segeramenyerahkan kembali  BerkasPerkara
kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat pengantar
yangditandatangani  Dirresnarkobadengan  melampirkan
tindak lanjut penyidikan yang berisi syarat formil dan
syaratmateriil, sesuai petunjuk(suratP.19), yaituupaya
Penyidik, keterangansudah  dilengkapiatau  tidak
dilengkapidengan uraian alasan penyidik.

e) Pengirimantersangka  danBarangbuktiadalahpelimpahan
tanggungjawabdari penyidikkeJPU,untukituperiu
dibuatkanberita acara serahterimatersangkadanbarang
bukti dengan 2 (dua)orang saksi.

f) Semuadokumenpelimpahantersangkadanbarangbukti (tahap
2) sertapetunjukJPU(surat P.18-P.19)dijilidjadi satuarsip
berkasperkara,haliniuntuk memudahkan
manakalaadawasrikmaupun keperluan lain.

9) PenyidikmemberitahukanperkembanganhasilPenyidikan
pada tahap pelimpahan Berkas Perkara(tahap 1) dan
pelimpahan Tersangka serta barang bukti (Tahap I1)
kepadapelapor.

10)Penghentian Penyidikan

a) Penghentianpenyidikandapatdilakukan apabilatidak
terdapatcukupbukti,peristiwatersebut bukantindak
pidanadan dihentikandemi hukum.

b) Dalamhalpenghentian penyidikan,penyidiktidak perlu
menyerahkan berkasperkarakepadaPenuntut
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¢) Umum, tapi wajib mengirim  suratpemberitahuan
penghentian penyidikan kepadapenuntutumum.

d) Apabilapenghentianpenyidikandikatakantidaksaholeh
putusanpraperadilan danatauditemukanbuktibarumaka
penyidikharusmelanjutkanpenyidikan kembalidengan
menerbitkan surat ketetapantentangPencabutan
PenghentianPenyidikandanSurat PerintahPenyidikan
Lanjutan.

11)Hal-hal yang harusdiperhatikan

a) Sebelumpenyerahanberkasperkaradiajukankepada penuntut
umummakapenyidikharusmenelitiBerkas Perkaratersebut
secaracermat, apakahsudahmemenuhi persyaratan formal,
materiil dan administrasi penyidikannya.

b) Sejauhmungkinhindari adanyapengembalian baikberupa
petunjukP.19ataupun P22, olehkarenanyapenyidikharus
memahami secarajelasperkarayang disidik.

¢) Administrasi Penyidikan

1) Administrasipenyidikanmerupakanpenatausahaan

penyelenggaraanadministrasiyangmeliputi kegiatan
pencatatanpelaporandanpendataan untuk
kepentinganoperasionalpenyidikan ~ yang  meliputi,
penataan  tentang kelengkapan  administrasi

penyidikan yang merupakan isi berkasperkara.
2) Hal-hal yang harusdiperhatikan

a)Hindari kesalahan dalam  pengisian blangko-
blangko, formulir-formulir yang tersedia.

b)Lakukanpendataandanpencatatansecara tertib dan
teratur  setiap  kegiatan  administrasi

penyidikan.
C) Melakukanpendistribusiandanpengarsipansurat-
surat yangtermasuk dalam administrasi

penyidikansecaratertibdanteratur.
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d)Melakukan penyimpanan dan pengamanan
administrasi penyidikan secarateratur.

2. MekanismePengawasan dan pengendalian

Pengawasandanpengendalianpenyidikan merupakankegiatanpenting
untukdilaksanakanpadasetiapprosespenyidikanTindak Pidana
Narkotika,mulaidari penyelidikan,penindakan,pemeriksaansampai
denganpenyelesaiandanpenyerahanberkasperkara dan pengendaliaannya.
Adapun kegiatanpengawasan dan pengendalian antaralain sebagai
berikut:

a.

Kanitbertanggungjawabapabilatimbulnyakesalahandalamproses
penyidikan tindak pidananarkotika.

Terhadappenyidikantindakpidananarkotikadilakukanpengawasan
danpengendaliannyaolehSieWas,kegiatanyang dilakukan adalah:

1) Bukubuku registrasi penyidikan tindak pidana

2) Kartu penanganan perkara

3) Kartu kontrol penyidikan

4) Pelaksanaaan gelar perkara

5) Saranalainyangdapatdipergunakanuntukdapatmengetahui
perkembanganpenangananperkaraseperti, laporan—laporan,
takah (TataNaskah), buku buku ekspedisi,dll.

DalampelaksanaannyatetapmerujukpadaBujukmin,wasdalgiat dalam
prosespenyidikan.

3. Tindakan administratif

a.

Pelaksanaankegiatanadministrasipenyidikandalambentukberkas
perkaradilaksanakan olehbagianadminstrasimasing-masingUnit
padaSatresnarkobaPolrestaJambi.

Administrasiyangdimaksuddisimpanpadaberkassendiriditempat
yangtelahditentukan/disiapkandanditembuskankepadaUrBin
OpsSatResnarkoba danSieWasPolrestaJambi.

Penangggung jawabkegiatan administrasi dilaksanakan oleh Kanit.
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PENUTUP

DemikianlahStandarOperasionalProsedurPenyidikanTindakPidana Narkotika
pada Satuan Reserse Narkoba Polres Merangindalam rangka Peningkatan
Bidang PelayananPenyidikaninidisusun sebagaipedomandidalam
melaksanakantugas terutamadalam rangkameningkatkanmutu pelayanan
Polri,sehinggakeluhan-keluhandarimasyarakatterhadapkinerjaPolriyang ada
selamaini bisabekurang atau bahkan bisahilang samasekali.

Bangko, Oktober 2020 "
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